PUTUSAN
Nomor 2993 KIPdt/2015

N BERDASARKAN KETU
oM eaD!> MAHK AN KETUHANAN YANG MAHA ESA

erdata pada tingka :
__ perkara P gkat kasasi telah
s | memutus sebagai
Aemul alam parkard: ,
o SOEPENO disebut dan ditulls jug, SUPENO, dalam hal ini

bertindak untuk diri sendinl dan juga selaky waf pengampu dari
@ DEW! SA'DIYAH, bertempat ting gampu dari

; %\\(rajan, RT 01,

i gal di Jalan Mawar Nomor 09,
) 02, Kelurahan Patokan, Kecamatan
Zpitubondo, Kabupaten Sj

i : Itubondo, dalam hal ini memberi kuasa

Iz .\ /kepada Pudjiantoro, S H.

N0 iy H., dan kawan, Para Advokat, berkantor

\v di Jalan Mawar Nomor 43, Krajan, RT 01, RW 02 (Utara
Sungai), Situbondo, berddsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

3 Maret 2013,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
Lawan:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA ¢q PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR cq
GUBERNUR JAWA TIMUR, diwakili oleh Dr. H. Soekarwo,
selaku Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan
Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini

-

memberi kuasa kepada Suprianto, SH., M.H., dan kawan-
kawan, Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2013;

2. NEGARA REPUBLIK |[INDONESIA c¢q PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA ¢q PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR cq
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO cq BUPATI
SITUBONDO, diwakili oleh H. Dadang Wigiarto, S.H, selaku
Bupati Situbondo, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman Nomor
1, Situbondo, Jawa Timur, dalain hal ini kepada Achmad
Sugiarto, S.H:, M.H.. dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013;
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| da yhuld at di muka pe sekarang Para Termohon
pada pokoknya atas dalll-dalil "sidangan Pengadilan Negeri

sebagal Para Tergug

sl
W
|\
»,|l”b rdasarkan put
5 a be putusan perkara perdata Pengad
AT i
%!W‘.V?\ mor 37/1908 perdata, tanggal 13 April 1960 fugc '1{:’ e
AN to Putusa
&b\)ﬁ“gg n Pengadllan
,;\’J S#tusan Mahkamah Agung Repubhk Indonesla Nomor 114 K/Sip/
' 1 September | |p1966
thngga al 21 Sép 1966, Penggugat memiliki sebidang tanah tambak
ambak besar’ terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbond
Itupo
Kecamata” panarukan, Desa Kilensari, Persil Nomor 84, D.IV, luas 2 -
ha (dua puluh lima ribu lima belas hektar), dengan batas t')at. et
1 ds5- as:
ra berbatasan dengan jalan Raja; S

Lt
O

uta
\ Timur berbatasan dengan tambak Negara;

| gelatan perbatasan dengan sungai,

| garat perbatasan dengan sungai,

gahwa, berdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor
06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB., juncto Nomor 57/1958 Perdata juncto Nomor
931/1965 Pdt juncto Nomor 114 K/SIpM986, tanah tambak tambak besar"
na tersebut di atas telah diserahkan kepada Penggugat, namun

sebagaima
bak besar" belum dapat dieksekusi dikarena

gian tanah tambak “tam
dan kemampuan yang ada, yakni:
yang dibagian timur, membujur dari

ada seba
keterbatasan waktu, sarana
‘sgbagian tanah objek eksekusi yaitu

ke utara dalam areal tanah tambak
Pemerintah Kabupaten Situbondo

ermanen beraspal hot f mix". Selanjutnya

Selatan “ambak besar’ seluas sekitar 2

ha (dua hektar)
digunakan sebagai jalan umum p

yang dikuasai oleh

* disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa, sekitar 20 tahun yand lalu yaitu pada tanggal dan pulan yang tidak
dapat diingat lagi tahun 1992, di atas objek sengketa Tergugat | membua

jalan umum permanen beraspal hot t rhix yang terletak di Desa Kilensarl,

Kabupaten Situbondo, yang bertujuan untuk

u lintas di jalur pantura (Par‘tai ytara). Dan
tmix tersebut dikenal sebagal
n, Nama yjung

Kecamatan Panarukan
mengurai kepadatan arus lal
kemudian jalan umum permanen peraspal 10

bagian Nomor Ruas 4.174
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quas: Kilensart. Titk Pengenal Pangyy, o1, o

e Y. Km 187, Titik Pengenal
,—) i ' - , s
5/172, Klasifikasi Ruas: Kota, termasyk Ke

Ujuﬂg- Camatan Panaruk:
m pembuatan | arurar
gahwa. dalam p tan jalan umum tersepyt Tergug

at | telah melakukan
perbuatan-perbuatan melawan hukum (

‘ kan den onrechimatige ovarheids daad)
yakﬂi dilakukan gan cara mengambil-alih secara pakaa hak tanah-tanah

ik rakyat yang dilalui Pembangurian jalan umum

; P dimaksud tanpa
ﬁ‘/‘membe”kan ganti rugi kepada masyarakat;

~
Js

V) salah satu korb
3 % \Eﬁ{‘wa' roannya darl adanya pemaksaan kehendak dan
,:’%}j' %@[}buatan sewenang-wenang yang dllakukan oleh Tergugat | tersebut
[ W adalah Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa:
|~ pahwa, kemudian Tergugat | pada tanggal 4 Mei 1998 melalui Surat

keputusannya Nomor 188/139/SK/1998 telah menyerahkan asset jalan

ymum yang dibuat di atas objek sengketa kepada Tergugat Il agar
dikuasainya,

gahwa, ironisnya penyerahan assat jalan umum sebagaimana tersebut di
atas ternyata tanpa disertai adanya bukti-bukti kepemilikan yang sah atas
tanah (in casu objek sengketa) yang di atasnya dibuat jalan umum beraspal

. notmix tersebut. Dalam penyerahan asset tersebut hanya dilandasi dengan

-1

sural keputusan saja yakni berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala

~Daerah Tingkat | Jawa Timur, tanggal 4 Mei 1998 Nomor 188/139/SK/
014/1998 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan
Kabupaten di Provinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur. Dan sejak itu sampai
dengan saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dengan
cara tanpa alas hak yang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga
dengan demikian Tergugat Il juga telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige overheids daad),

8 Bahwa menurut arest tahun 1919, menjelaskan suatu perbuatan merupakan
perbuatan melawan hukum terdiri dari: pertama, melanggar hak subjektif
orang lain, kedua bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau
ketiga bertentangan dengan kesusllaan yang baik atau keempat
bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap
diri atau barang orang lain;

Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A.
Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan
Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar
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certangyung awan tentang rerugian 4
a'au HANBN-LBWANAN merers di dalam melaruran pereragn untuk mana
orang-0rang ini diparainga’;

Bahvia Penggugat sebagal salan satu Warga Negara Indeonesia memiliki hak
49381 yang sama serali tidar tolen dilanggar. Hak asasi manusia ini juga telah
menjadl har ronsttusionzl raryat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga
velah rmelanggar ronstitusi. Hav-hak ini antara lain ditegaskan dalam:

Pasal 28 G Undang Undang Dasgar (UUD) 1945;

Setiap orang berrav atas perlindungan diri pribaci, veluarga, kehormatan,
rmartabat dan harta benda yang di cawan keruasaznnya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan darl ancaman ketakutan untuk berbuat atau
Vidak berpuat sesuatu yang merupakan hak asasi’,

Pasal 22 H ayat (4) Undang Undang Dasar 1945:

‘Setiap orang berhak mermpunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidar bolen diambil alin secara sewenang-wenang oleh siapa pun’,

Bahwa selain itu Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
lManusia juga menjamin hak-ak asasi manusia ini, antara lain:

Pasal 2% Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (undang-undang hak asasi manusia) menyatakan.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan hak miliknya’;

Pasal 36 Undang Undangd Hak Asasi Manugia:
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N setiaP orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun b

. engan orang lain demi un persam®
o™ d jrakat dengan cara Peﬁgembangan dirinya, keluarga, bangs2
da e leh seor yang tidak melanggar hukum

9. Tidak poleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-

venang dan secara melawan hukum"
N ;

pasdl 37 Undang Undang Hak Asasi Manusia:

e pencabutan hak milik atas suatu benda demi -

~d\cﬁ tefbo'ehkan dengan mengganti kerugian yan:ez::niaa: ::;;a- :e::
}}‘ '!’_L;iliaksanaann}’a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan
ymum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya
maupun
kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecual

ditentukan lain”;

untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan menggant

p. Sementara itu, Para Tergugat sebagai pemerintan memiliki kewajioan

2.
hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindung. menegakkan
hak &

undan
a. Kewajiban konstitusional Para Tergugat:

pasal 28 | ayat (4) Undang Undang Dasar 1945:
dan pemenuhan hak asasi

sasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat

g-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitus!,

LRI N

“Perlindungan, pemajuan, penegakan,
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah’”;
Pasal 28 | ayat (5) Undang Undang Dasar 1845:

n melindungi hak asasl manusia
keatis, maka pelaksanaan hak asasi

peraturan perundang-

“Untuk menegakkan da sesuai dengan

prinsip negara hukum yang demo
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam

undangan’,
b, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia

meletakkan tanggungjawab kepada Para Tergugat, yakni:
pasal 8 Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia:
'perlindungan, pemajudn. penegakan, dan pemenuhan hak asasi

erutama menjadi tanggungjawab pemerintah”,

manusia t
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Pasal 69 ayat (2)
Asasi Manusia:

“Setiap hak asasl manusia
jawab untuk men

seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan

i i orang lain secara ‘ |
tanggung ghormatl hak asasi orang 1a! gcara timba
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palik serta menjadi tugag Pemerintan

menegakkan dan merna]ukannya" untuk menghormati melindung
pasal 71 Undang Undang “Gm‘

Manusia:

spemerintah wajib dan bertang

or 39 ‘
*9 Tahun 1955 tentang Hak Asas

gung jawah

akkan, da . 0 menghormati, melindung

meneg N memajukan hak asasi man :
U513 yang

I -undang ini diatur dalam
/‘/_ﬂ"undang 9 Ml peraturan perundang-un

4

N

A\ ' dangan lain, dan hukum
s .,‘,.,._:internamonal tentang hak agag ; pron
a Sasl manusia yanc

)/ {-r,‘iﬁepub“k Indonesia”, :
¥ i

diterima oleh negara

M S pasal 72 Undang Undang Nomor 39 Tanhun 1996 tentang Har Asas

Manusia:

d:(la:r:]:::ald:;j n:::ii:r::n;‘::t?mptlemerintah sebagalm.ana dimaksud
hukum, politik, ekonomi, sosial buclpaememasi F e
4an bidang lain" ya, pertahanan keamanan negara
13, Bahwa, dengan berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas dimana
sejak tahun 1966 atas dasar Putusan Perkara Perdata Pengadilan Neger
situbondo Nomor 57/1958 Perdata, tanggal 13 April 1950 juncto Putusan
pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1985 Pdt, tanggal 23 September
1965 juncto Putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia Nomor 114
K/Sip/1966, tanggal 21 September 1968 yang telah berkekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde), tanah tambak “tambak besar’ terletak di
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa
Kilensari, Persll Nomor 84, D.IV, luas 25.015 ha (dua puluh lima ribu lima

belas hektar) yang di dalam termasuk objek sengketa berupa tanan sekitar

seluas 2 hektar (dua hektar) yang kemudian di atasnya dijadikan dan
' dipergunakan sebagai jalan umum permanen beraspal hotmix olen Para

Tergugat telah sah menjadi hak milik Penggugat,

Sehingga dengan demikian Para Tergugat atau siapapun yang menguasal

objek sengketa tanpa mendapat ijin atau persetujuan dari Penggugat, lebin-
lebih dilakukan dengan cara tidak sah secara hukum, yakni dengan cara

perampasan atau pengambi
dengan dalih bukan sebagal p
dapat berbuat seenaknya ata
apapun juga, maka perbuata
perbuatan melawan hukum oleh

lalihan secara paksa tanpa ganti rugi, dan/atad
ihak dalam perkara tersebut sehingga kemudian
s objek sg—:ngketa tersebut serta dengan dalih
n Para Tergugat tersebut adalah merupakan
penguasla (onrechtmaﬁge overheids daad).
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A
~gah

qwa dengan demikian, Para Tergygq g
e ah tldak m
an

pan hukumnya
Y jalankan tugas dan

cewal sehingga
...~ vang timbul 93 wajib bertan
KerugtdﬂY g timbul tersebut; ggungjawab atas segala
wa, OIEh karena it
mengamb” alin dan

g”asai secara paksa obj
objek sengketa tersebut ya e
k yang kemudian di

]

Ig}rnaids daad) dan telah menimbulkan kerugi

Slsal 1365 juncto Pasal 1366 juncto P Slan sehagaimara AimaksuS

. engiugal telh snsabe t:Srﬂl 1367 ayat (3) KUHPerdata

rus-m
damai dan kekeluargaan guna menyele 'kenerus orivk menemes” 27
sa

cara perkirim surat kepada T Kan persoalan i, yakr S5
ergugat | tanggal 9 Mei 2012 dan 19 November

2012, dan kepada Tergugat i tanggal 24 Febniari 2007 31 Mei 2007, 24

pesember 2007, 12 Mei 2008 dan 8 Oktober 2008, | |

pkan tetap! F?ara Tergugat tidak pernah sekalipun menanggap! iktikad paik,

upaya c.iamal dan kekeluargaan dari Penggugat tersebut, sehingda oleh

carena itu maka dengan sangat terpaksa Penggugat membawa persoalan

“ini ke sidang pengadilan;

i

Bahwa, Penggugat selaku pemilik sah objek sengketa hingga saat in! tidak

dapat menikmati dan menguasai objek sengketa tersebut secara baik dan

nyaman, oleh karena masih tetap dikuasai oleh Para Tergugat sejak sekitar
dengan sekarang tanpa ada alas hak yang jelas

20 tahun yangd lalu sampai
Tergugat untuk tetap menguasal objek

dan kuat menurut hukum bagi Para
sengketa a quo

Rahwa, dengan demikian Jelas perb
asai objek sengketa tarsebut adalah perbuatan melawan h
penguasa (onrechfmatige overheids daad) dan melanggar hak subjektif
g lain, serta menimbulkan kerugian bagi orang lain (in casy Penggugat)
(moril) maupun materiil. Oleh karena perbuatan

ilakukan oleh Para
at secara huk
tige overheids daad).

t melalul

yatan Para Tergugat yang masih

mengu ukum oleh

oran
baik secara immateriil
Tergugat tersebut

penguasaan objek sengketa yang d
um dan juga

adalah tanpa didasari alas hak yang Ku
(onrechtma

merupakan perbuatan
Maka adalah wajar bila t Para Tergugat tersebu
t membayar

Pengadilan Negeri Situ
n objek sengketa yan

ganti kerugian akibat dari penguasaa
ukum (onrechtmaﬁge overheids daad) tersebut.

melawan hukum
Penggugat menuntu

bondo ini, agar Para Tergugat tersebu

g dilakukannya

secara melawan h

hal Put. Nomor 2993 K/Pa2018
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<
~N

= |

‘Penggugat yang mengalami

akibat perbuatan me|
hwa, €lawan  hukum
yang dilakukan oleh

bagaimana di
Tcrgugat s6RRG @ dikemukakan g atas, baik
ja ataupun karena kelalaiannya, tajan . ¢ yang dilakukan
‘ enimb

Para
dengan
send? :

jan bagi Penggugat yang sapy diperh’
) maupun materiil;

ulkan perpagal bentu

erug
K tungkan secara immateriil

4. kerugian immateriil ‘
gahW (moril) Penggugat berasal gari pendertasn

tr
duma dan tekanan Dbathin karen2

‘ .ukan sewenang-y
.‘,cﬁpe”""Pu g-wenang dengan dirampas hak miliknya terseout

, ;‘@sa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat 723

gahwa, pentuk kerugian immateriil (marill) Penggugat ini akibat perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige overheids daad) yang dilakukan oleh Para
Tergugat, sehingga karenanya Para Tergugat dapatiah dihukum secara
1anggung renteng untuk membayar kerugian immateriil (morill) dinilal
gengan uang tidak lebin dan tidak kurang sejumiah Rp15 000.000 000.00
(ima belas miliar rupiah) kepada Penggugat;
gahwa akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheids daad)
para Tergugat tersebut, secara materlil Penggugat juga sudah dan akan
terus mengalemi kerugian, karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan
pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi
pembuat kerugian untuk mengganti selurun kerugian materil yang
ditimeulkan karena perbuatannya;

Bahwa, bentuk penghitungan kerugian materiil yang diderita oleh Penguggat

adalah sebagai berikut:

. Bahwa, oleh karena objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat
sejak sekitar tahun 1992, dapatiah diperhitungkan apabila tanah tambak
tarsebut dikelola dan sebarkan benih udang vannamei (/itopenaeus
vannamei) dalam setahunnya bisa 3 (tiga) kali panen udang vannamie,
dan setiap kall panen dalam 1 (satu) hektarnya menghasilkan rata-rata
mencapai 30 (tiga puluh) ton atau 30.000 kg (tiga pulun ribu kilogram)
udang vannamie, dengan harga per-1 kilogram adalah @ Rp75.000.00
(tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga delam 1 hektar adalah 30.00C kg
x Rp75.000,00 = Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh

juta rupiah). Kemudian dikurangi biaya produksi (meliput pembelian

benih udang vannamie, pakan udang, listrik, gaji karyawan, dan lain-tain)

sebesar sepetiganya dari (Rp2.250.000.000,00) . (3) = Rp750.000.000.,00

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
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pahwa, keuntungan bersip, dalam sq

tu kal
sejuniah (Rp2.250.000.000,00) - (Rp750 f?olop; Nen udang vannamie adalah
000.000,00)

(satu miliar ma ratus juta rupigp). = Rp1.500.000.000,00

ahwa, dalam saty ta '

B hUn b|Sa 3 (tiga) Kali .

| sehingga keuntungan bersihnya adal ' Panen udang vannamie,
ala

| (3) = Rp4.500.000.000,0 h sejumlah (Rp1.500.000.000,00) x

. empat miliar Jiry - .
X pan keuntungan bersih untuk ob Ma ratus juta rupiah);

N Jek Sengket ;
4 \(;N‘ i : a8 yang luasnya sekitar 2
} ,}.é.lhektar. sehingga sejak tahun 1992 sampai dlajukannya gugatan ini pada
VL Kfahun 2018 yalu selama 20 tahup (4, gy thg , K pk
/ ahun), maka akan
o \Pgfipsrolsli kentungan bersih seflesar 2 hektar )20 tahun x
' ahu

\ Rp4.500.000.000,00 = R
i’ p ; p180'000‘0'00'000.00 (seratus delapan puluh
miliar rupiah);

. Sehingga dengan demikian, kerugian materiil yang diderita oleh
Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat tidak dapat menikmati dan
mengusahakan objek sengketa selama kurang lebih 20 tahun adalah
sejumlah Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah);
Bahwa, bentuk kerugian materiil Penggugat sebagai akibat dari perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige overheids daad) yang dilakukan oleh Para

Tergugat, dan kemudian Para Tergugat ini dapatiah dihukum secara tanggung

renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumiah

Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah);

21. Bahwa, karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah jelas dan nyata adalah
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheids daad), maka oleh karena
itu Penggugat memohon kepada Pengadllan Negeri Situbondo untuk:

- Menghukum Para Tergugat tersebut secara tanggung renteng untuk segera
membayar ganti kerugian baik secata immateriil (moril) maupun materiil
akibat penguasaan objek sengketa secara melawan hukum (onrechtmatige
overheids daad) sebagaimana terurai di atas kepada Penggugat;

- Dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan perintah
tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa
(dwangsom) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari
terhitung sejak putusan ini diucapkan;

22. Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan

saan atau menghindari diri atas pembayaran ganti kerugian

dan materiil sebagaimana tersebut di atas, maka
tubondo untuk melakukan

hak pengua
immaterial  (moril)

Penggugat mohon dapatnya Pengadilan Negerl Si
conservatoir beslag atas SILPA (Sisa Leblh Penggunaan Anggaran) APBD
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ngunan "Gedunq p Jawa Timyr
dan ba g endOpo a limur dan tanah
fumah g

Al wartini Nomor 1, Situbondg mil
71 K:i’(a. © Milk Pemering,
gahwa, karena gugatan Penggugat in; d
id

ey 1o
M) Jdtentik sebagaimana d
ﬁ&i A?J g disyaratkan oleh Pag

nNas Bupat, Situbond

~l
0 Qi Jaian

Kabupaten Situbondo

7

asarkan pada bukti-bukt /ang

/
.

"/ djatuhkan putusan yang dapay dijalankan
7" oorraad), walaupun ada bantahan bandin
| ' 9

al 180 HIR, maka dapat kiranya
terlebih dahuly (vitvoerbaar bif
o ataupun ka
selain it e
24, BahWa- 3 ity menurut hemat Penggugat sudah
a + mil
menurut hukum  Pengadilan Negeri Situbong sepatutnya pula
0
at untuk me :
Tergud org mbayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut g atas, Penggugat mohon kepada
L 101 o)
pengadilan Negeri Situbondo agar memberikan Putusan sebagai berikut
Dalam Provisi: |

memutuskan bagi Para

primair:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2 Menyatakan peletakkan conservatoir beslag atas SILPA (Sisa Lebin
‘| Penggunaan Anggaran) APBD TA 2012 Provinsi Jawa Timur. SILPA (Sisa
Lebih Penggunaan Anggaran) APBD TA 2012 Kabupaten Situbondo
dan/atau tanah dan bangunan “Gedung Grahadi’ rumah dinas Gubernur
Jawa Timur di Jalan Gubernur Suryo Nomor 7, Surabaya milik Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, tanah dan bangunan "Gedung Pendopo” rumah dinas
. Bupati Situbondo di Jalan Kartini Nomor 1, Situbondo milik Pemerintah
Kabupaten Situbondo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas
objek sengketa tersebut;
4 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai o0k
sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perouaian melawan

hukum (onrechtmatige overheids daad),

5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Ter
rechtmatige overheids daad) terseout

gugat yang menguasai objek

sengketa secara melawan hukum (on

telah menimbulkan kerugian immateril
kerugian immateriil

(Ima belas millar ruplah),
ratus delapan puluh miliar rupiah);

(moril) maupun materiil  bagi
Penggugat yakni (morul) sejumlah
Rp15.000.000.000,00
sejumlah Rp180.000.000.000,00 (s€

dan kerugian materiil
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- 3 , ggun
cerugian immateriil (moril) kepada pep S Tenteng uniuk memoayar ganti

- : ' aau t
(ima pelas miliar rupiah) dibayar |ynag 98t sejumiah Rp15.000,000.000,00

: tuna
se|ambat-lambatnya 7 (tujuh) har sejak dan sekaligus kepada Penggugat

putusan ini A:
Menghukum Para Tergugat i tanggunan ini diucapkan:
Q

' materiil k renten .
Kgruglan epada Penggugat - Rmaogosgtuk membayar garti
| .000.000.000,00 (seratus

an puluh miliar rupi |
delaP P upiah) dibayar lunas, tyna d
, an sekaligus kepada

oo augat selambat-| ;

E?Pgi i i ambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapk

U um Tergugat ini diucapkan;
g Ménd gugal | dan Tergugat Il untuk membayar uar:mg paksa

"\ (gwangsom) masing-masing sejumiah Rp10,000.000,00
f" " getiap harinya yang dapat ditagih seyera dan k." 00 (sepuluh juta rupiah)
ugat | dan Tergugat |l lala SEXalgus oleh Panggugat, karena
Tergud gugat Il lalai melaksanakan isi put
Jenyatakan bahwa puty . putusan dalam perkara ini;
0. : san pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu
(u:tvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat | dan T '
e ergugat |l secara tanggung renteng untuk
. membay uruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:
. Aau apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain makal*
Al gubsidair: | |
‘' ohon putusan yang seadil-adiinya (ex aequo et bono)
. Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat |, Il mengajukan
7 eksepsiyand pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat I:
1 Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam Perkara
Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Stb., adalah; perbuatan melawan hukum dalam
penguasaan sebagian dari tanah tambak “tambak besar” terletak di Provinsi
Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Ke¢amatan Panarukan, Desa Kilensari,

Persil Nomor 84, D.IV, luas 25.015 ha (dua puluh lima ribu lima belas
i selatan ke utara seluas 2

hektar), yaitu yang di bagian timur, membujur dar

ha (dua hektar) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo

digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal hotmix; )
2. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan

karena:

a. Penggugat (Soepeno ditulis juga Supeno)
gadilan Neger gitubondo Re
03111965 Pdt. Pengadilan Tinggi
114 K/Sip/1966 Mahkamah Agung,

kara tersebut masing-masing

bukanlah pihak dalam

Perkara Perdata Pen gister Nomor 57/1958

Perdata juncto Register Nomor
Surabaja juncto Register Nomof

karena yang menjadi pihak dalam per
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adaiah R. NG. Barliani, SUpono(

bukan Sp
Arijoto: R.A. Suprapti alias Syt ©peno atau Supeno), Sumina,

Bok Suti _
guridin, Matsin, Pak Djalil aliag MUsapSu';(sebagal wali R.A. Sukarsih),
8, Reksokarjo, dan Wir]
' ifjoatmodjo,

 giapun benar bahwa Supono yang dimaksug dal
rersebul adalah Penggugat, maka dafam Puiusaam perka'm perdata'
Situbonldo Nomor 57/1958 perdata juncto Putu::n P:ngad“'an oo
. Surabaja Nomor 231/1965 Pt yang telah memperolehekr:agz:::: ;Ei

0
-y h s
. tetap tela dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa

5
1\1'
!
l'
iy

2
SR no bukanla
2 / 8upo h anak angkat R. NG. Barliani dan (alm) R. Abdulgani

rokoesoemo melai “hani i
5.05 elalnifan hanja dipelihara guna kelandjutan hidup
hingga dewasa dalam arti dapat mentjari nafkah sendiri"

wa, di dalam dalil-dalil ;
> A il gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap

Tergugat | pada angka 3 sampai dengan 7 halaman 3 surat gugatan
disebutkan perbuatan melawan hukum Tergugat | terkait dengan
pembuatan jalan umum permanen beraspal hotmix yang terletak melintas!
\anah objek sengketa yang notabene diakui milik Penggugat untu<
kemudian diserahkan kepada Tergugat |l melalui Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur (Tergugat ) Nomor 188/139/SK/014/
1998 tanggal 4 Mei 1998 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan
sebagai Jalan Kabupaten di Provinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur;

gahwa, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 1985 tentang Jalan, ditegaskan bahwa terhadap penetapan
status suatu jalan sebagal jalan kabupaten dilakukan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | atas usul Pemerintah Daerah Tingkat I
a dalam melaksanakan penetapan status ruas
Keputusan Nomor 188/139/SK/014/
asing bupati se

yang bersangkutan, sehirgg
jalan sebagaimana diatur dalam Surat
1998, Tergugat | mendasarkan pada usulan dari masing-m
Jawa Timur;
Bahwa, oleh karena Tergugat | sesuai dengan ketentuan yangd berlaku
dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
jawa Timur Nomor 188/‘139/8}0014!1995 tanggal 4 Mei 1998 tentang
Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Provinsi

hanya bersifat menetapkan
ka dengan demikian gugatan Penggugat

Penetapan Status Ruas-Ruas
Daerah Tingkat | Jawa Timur
jalan kabupaten se Jawa Timur, M2

adalah salah subjek hukum yang digugat
selayakny? untuk ditolak:

status ruas-ruas

(errorin persona), oleh karenanya

gugatan yang demikian
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a, gugatan Penggu
AW gugat adalah gugatan yang k
Ka{ena oenggugat dalam —— g kabur (obscuur libel)
| . a tidak
coterkaitan memberikan penjelasan
mengenal i (hubungan hukum) antara Pengqugat d i j‘ h
ota engan tana
objek sengk an/atau antara Penggugat dengan pihak perr?llik tanah
objek se‘ng eta berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 57/1958
perdata juncto Rejlster Nomor 231/1965 Pdt., Pengadilan Tinggi Surabaja
egister
o 0 Rq omor 114 K/Sip/1966 Mahkamah Agung yang telan
mempunyal kekuatan hukum tetap, yakni R NG. Barliani;
wa, dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah

gatan yang kabur sehingga selayaknya tidak dapat dipertimbangkan dan

gu
ha

B
selain tidak mendasarftidak memenuhi asas formal untuk dilanjutkan sampal

us ditolak;

hwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian
dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan
gugatan Penggugat ditolak atau sefitiak-tidaknya tidak dapat diterima,

selanjutnya tidak ada relevansinya Majells Hakim mempertimbangkan posita

gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat Il

kurang pihak yang ditarik dalam gugatan, dengan alasan sebagal
perikut.

. Bahwa Tergugat | tentunya di dalam penggun
s umum pasti melihat dan

aan atau pemanfaatan

lahan sebagai jalan umum atau fasilita

g terdapat dan tercatat dalam buku tanah

Pertanahan Nasional (BPN)
tau badan

mempelajari status tanah yan

atau warkah tanah yang tersimpan di Badan
abupaten Situbondo selaku lembaga @
tuk mengelola, menyimpan

tus pertanahan di

Kantor Pertanahan K
yang diberi wewenang secara “atriputif’ un
suatu kepastiar hukum mengenai sta

berdasarkan asas dekonsentrasi. Termasuk dalam hal ini
ak di Provinsi Jawa Timur,

Persil

dan menjamin

setiap wilayah
sebidang tanah tambak “tambak besar" terlet
Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari,
Nomor 84, DIV, luas 25,015 ha (dua puluh lima ribu lima belas hektar),

. Dimana terhadap status tanah tersebut di atas. diketahui untuk yang
seluas 16,015 ha (enam belas ribu lima belas hektar) telah berubah

menjadi tanah bekas Hak Yasan Persil 58, kelas D V., terletak di Desa

Kilensari, Kecamatan panarukan, Kabupaten Situbondo dan telah
diterbitkan beberapa sertlfikat hak millk atas nama Sudarto, sebagaimana
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) enam puluh meter perseg))

rercatat dalam riwayat tanah dala
m

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbong yang ada di BPN
Sertifikat Hak Milik Nomo; o 0. sebagai beriky:
|

ensari
121991, Nomor 2820, sz 54 450332' Gambar Situasi tanggal 21-
W m (

Warkah tanah

ima puluh meter persegi) Y92 puluh satu empat ratus

Sertifikat Hak Milik |
Nomor 12?9!Kilensari, Gambar Situasi
12-1991, Nomor 2821, seyas 16.260 r Situasi tanggal 23-
20U m

%

| (tiga puluh enam dua ratus
2. '

.. Sertifikat Hak Mili

{ ' Nomor 1280/Kilensari, Gambar Situasi tanggal 23-

[ 12-1991, Nomor 2822, selyas 48 810 m?
| 910 m
sembilan ratus sepuluh metar persegi):
rtifikat H ' |
. Sertifi ak Milik Nomor 1281/Kilensari, Gambar Situasi tanggal 23-
12-1991, Nomor 2823, seluas 36420 2 (

ratus dua puluh meter persegi)

(empat puluh delapan

tiga puluh enam ribu empat

1

. Bahwa perolehan Sudarto atas tanah tersebut adalah dari B. Barliani,

selaku Penggugat dalam perkara perdata Pengadilan Situbondo Nomor
57/1958 13 April 1860 juncto Putusan Pengadilan Tirggi Surabaya
Nomor 231/1865 Pdt, tanggal 23 September 1985 juncto Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21
September 1986 bukan dari R A. Suprapti alias Suti, dan Bok Suti selaku
Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara tersebut di atas;

. Bahwa kemudian atas tanah tersebut di atas, telah beralih beberapa kali

kepada pihak lain termasuk melalui lelang terakhir atas keempat bidang
sertifikat hak milik tersebut tercatat dikuasai secara sah oleh Paul
Boenardi Koesnadinata,

. Bahwa terbukti berdasarkan fakta yang ada, keberadaan Jalan Kilensari

. Bahwa oleh karenanya, guna memp

yang menjadi sengketa adalah terletak di sebelah Timur dari dengan
tanah-tanah tersebut di atas, yaitu: tanah dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor 1279/Kilensari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1260/Kilensari dan
Timurnya lagi baru tambak negara sedangkan sebelah Baratnya adalah
berbatasan dengan tanah objek sengketa;

arolen suatu kebenaran materiil
seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan
Kabupaten Situbondo ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugdtannya pada angka 4, menyatakan
Tergugat |I telah menguasai sebagian dari tanah tambak ‘tamoak besar’
peninggalan R.Ng. Barliani yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten
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gjupondo. Kecamatan Panarukan, Desy g
5 ha (dua puluh |i by b

as 2501 (dua puluh lima riby fimg belas hektar) yai

4 hektar) secara melawan hukym: h YRl SRl Al

sari, Persil Nomor 84, DIV,

at dibukti
pahwa da;.>' en Tergugat | MeNnguasai tanah tersebut setelah
mendapat ljin darl orang yang berwenang dan berhak atas bidang tanah
ersebut sebagaimana tercatat dj by tanah BPN, yaitu: Paul Boenardi
Koesnadinata atau ahli warisnya: | e

gahwa tidak dimasukkannya Paul Boenarg Koesnadinata atau ahli

~ warisnya akan mengaburkan fakta atau kebenaran materiil dalam perkara

4 quo sehingga seharusnya Paul Boenardi Koesnadinata atau ahli
warisnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a guo

_ gahwa oleh karenanya dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Paul
Boenardi Koesnadinata atau ahli warisnya dalam perkara a quo
menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

dan terhadap gugatan yang plurium litis consortium harus dinyatakan
tidak dapat diterima;

\ 2 Exceptio obscuur libel, dengan alasan sebagai berikut;
F ;

a Tidak jelas mengenai kedudukan Penggugat:

- Bahwa yang menjadi dasar utama oleh Penggugat dalam perkara a quo

adalah Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13
April 1960 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965
Pdt, tanggal 23 September 1965 juncto Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1866;

- Bahwa ternyata tidak dijelaskan dalam dalll gugatan Penggugat pada
dasarnya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor
57/1958 13 April 1980 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 juncto Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1968, tanggal 21
September 1966 itu siapa saja para pihaknya, kemudian apa kedudukan
Penggugat dalam perkara tersebut di atas;

- Kemudian apa kedudukan atau hubungan hukum antara Penggugat
dengan para pihak dalam perkara tersebut dan juga dengan objek
sengketa;

- Bahwa dengan tidak dijelaskannya dalam dalil gugatan Penggugat
mengenai para pihak dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan
Situbondo Nomor 57/1958 13 April 1960 juncto Putusan Pengadilan
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Tinggi Surabaya Nomar 31,0

5
putusan Mahkamah Agung Re Pat, ¢

 1anggal 23
Publiy | September 1965 juncto

Ndoneg;
168 . Nesia Nomer 114 K/Sip/19686,
asuk hubungan hukum  antara

f mengaburkan gugatan pg Sengketa dan otomatis akan
. N99ugat dalam pery
; _\\Tidak jelas mengenaj identitas Petien ara a quo;

:.f;(eahwa sekall lagi yang mep; gugat;

i
. g quo adalah
. Putusan Perkara Petdata Pengag i

57/1958 13 April 1960 jun *Ngadilan Situbondo Nomor

: ot ,

1311965 Pdt, tanggal 23 0 Putusan Pengagilan Tinggi Surabaya Nomor
| 9930 23 September 1985 o, Putusan Mahkamah Agung
14 K/Sipmgaﬁl tanggal 21 September 1966

. Bahwa di dalam putusan tersepyt disebutkan adanya nama Soepeno dan
Supono, sedangkan Penggugat

adi dag
°r tama oleh Penggugat datam perkara

Republik Indonesia Nomor

| dalam identitasnya menyebutkan
Soepeno, disebut dan ditulis juga Supeno:

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak dijelaskan
mengenai perbedaan nama tersebut, sehingga mengaburkan identitas dan
tentunya nantinya akan mengaburkan hak gugat dari Penggugat. Sehingga
jelas akan mengaburkan gugatar Penggugat dalam perkara a quo:
Apalagi dijelaskan dalam putusan tersebut, ternyata pihak yang bernama
Supono itu bukan anak angkat R. Ng. Barliani, tapi “hanja dipelihara guna
kelandjutan hidup hingga dewasa dalam arti dapat mentjari nafkah sendiri";

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat atas perkara a quo harus
dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3 Tidak jelas mengenai objek gugatan;

- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat angka 2, tidak menjelaskan
secara jelas mengenai tanah sengketa, hanya disebutkan luasnya saja
sekitar 2 hektar di tanah objek eksekus! dibagian Timur, membujur dari
Sslatan ke Utara,

- Bahwa seharusnya Penggugat memberikan uraian mengenai batas-batas
tanah sengketa, berapa panjangnya dan berapa lebarnya, membujur dari
Selatan ke Utara itu sepanjang berapa meter. Terutama dijelaskan batas-

batasnya sehingga menjadi jelas objek sengketanya;

- Bahwa dengan tidak dijelaskankannya mengenai batas-batas dan ukuran

panjang, maupun lebar dari tanan sengketa menyebabkan gugatan

Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel),
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hwa dapat dibuktik :
. Ba si Jawa Ti ar seb1dal’\g tanah tambak “tambak b letak
: Prov! i esar” terlet
di P . ‘P mur, Kabupaten Situbondo Kecamatan P f:a
ilensari, Persj ' atan Panarukan,
Desa sil Nomor 84, DIV, luas 25,015 hektar untuk yang

pelah Timur seluas
se * 16,285 hektar telah berubah menjadi Persil

or 58 Klas DV '
Nom  terletak di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan,

Kabupaten Situbondo sebelah Timy
; rberbatasan de
sebelah Timurnya lagi baru Tambak Negara: ngan Jalan desa baru

... Bahwa oleh karenanya
o .{.,?“B ya terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas

¢ \\atau kabur (obscuur lib
'\J\F@tau e!) atas perkara g quo h i

‘R . . arus dinyatakan ditolak
@étau tidak dapat diterima; y

g

(& il ; -

),( \ 5hggugat tidak memiliki legal standing;

WN e '

i_— . Bahwa dalam Pt‘itusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor
h2Y 57/1958 13 April 1860 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 juncio Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21
September 1966 sama sekali tidak dipastikan dan ditetapkan atau bukan
menetapkan dan memastikan kedudukan maupun hubungan hukum

\ antara Penggugat dalam perkara & quo (Soepeno alias Supeno) dengan
objek sengketa;

-:\?
4
\\
/
-

A
\v
7

_ Bahwa sampai dengan saat diajukannya jawaban cleh Tergugat |l dalam
perkara & quo, sama sekali tidak ada putusan pengadilan atau lembaga

yang berwenang yang mengatur, memutuskan, menetapkan dan

memastikan hubungan hukum antara Penggugat dalam perkara & quo

(Soepeno alias Supeno) dengan objek sengketa;

. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan apa hubungan Penggugat
dengan R.Ng. Barliani dan atas dasar apa,

. Bahwa Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958
13 April 1860 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 juncto Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1968, tanggal 21 September

1966, menetapkan dan memutuskan:

Menghukum Para Tergugat IV dan V Terbanding dan orang lain yang

mendapat hak dari mereka supaya menyerahkan tanah-tanah sub 1

gan 7 tersebut di atas kepada PenggugaUPembanding untuk

sampai den
IV dan V Terbanding membag!-

bersama-sama dengan para Tergugat

pagi tanah itu, yaitu Penggugat/Pemban
n V Terbanding juga mendapat separuh bagian,

ding mendapat separuh bagian
dan Para Tergugat |V da
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dengan ketentuan jika pempagiy,
maka tanah-tanah i
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06iPen.Pdt.Eksf2003!P ”
.. atau objek eksekusi ) -STB" "dak ada Pembagian" atas objek sengketa
!_l:‘ . dua) kepada i

embagian separuh para pihak dengan
[ peé untuk PenggugatiPembanding, sedangkan separuh

ebagaimana dimaksud dalem

_‘;,un‘tuk Para Tergugat |V dan V Terbanding
i I S
” an Perkar '
putus a Perdata Pengadian Situbondo Nomor 57/1958 13 April

juncto Put i
| :::;g; o SBL;:SH?SerPj;gszdjj:c;msi Surabaya Nomor 231/1985 Pdt,
' usan Mahkamah Agung Republi
Indonesia Nomor 114 KiSip/1968, tanggal 21 September 1966:
| . Apalagi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor 57/1958 13
April 1960 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/1965
i Pdt, tanggal 23 September 1965 juncto Putusan Mahkamah Agung
L Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September 1968
f\‘i\ telah dilaksanakan secara “sukarela” oleh para pihak yang berperkara,
J berdasarkan “Surat Keterangan Pembagian Barang-Barang’, pada hari
Kamis, tanggal 1 Februari 1968, oleh R. Ng. Barliani, R.A. Suprapti alias Suti
/ dan RA Sukarsih alias Utji, mengatahui Kepala Desa Kilensari, Camat
» / panarukan, Kepala Desa Tandjung Pecinan dan Camat Mangaran;
./ . Sehingga belum atau tidak diketahul mana bagian yang menjadi hak
PenggugatPembanding dan mana bagian Para Tergugat IV dan v
Terbanding dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Situbondo Nomor

— "l "
A

A
I~

=

‘ 57/1958 13 April 1860 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
3 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 juncto Putusan Mahkamah
| Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966, tanggal 21 September
1966, _

Bahwa oleh karena tidak ada satu produk hukum apapun yang mengatur
hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek sengketa,
gugat adalah pihak yang tidak memiliki
t hukum atas objek sengketa (legal

sehingga pada dasarnya Peng
wewenang atau hak gugat menuru
standing) dalam perkara & quo,
- Bahwa oleh karenanyd gugata
dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

n Penggugat atas perkara a quo harus
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gahwa demikan pula digep,

dentitas Penggugat yang 1), b
, Bahwa dengan usia Penggugat ya

dikhawatirkan sangat rentan m N8 sudah g;

(kepikunan) atau gangguan e

dalam
u
®rusia gp . ggugat mengenai

atas 80 tahun

i suaty
gangguan atas |
ehatan i 99 atas ingatan

: gahwa guna memastikan kondis;i lr(%Et"nlnya;
R o a
. menerangkan kondisj kecehatan p g

rkenaan den i ;
gahwa ap 9aN uraian i atag apabila  dihubungkan dengan

(2) Undang Unda
ng R
- antang Kekuasaan Kehakiman 9 Rl Nomor 48 Tahun

Yang menyatakan bahwa dilan
giakukan dengan sederhana, cepat ¢ .

N biaya ringan, maka telah tepat dan
penar menurut hukum apabila Pengadi

ierhormat Majelis Hakim yang memeri

tentuan hukum dalam Pasa| 4 ayat

. memeriksa pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan terseput Pengadilan Negeri Situbondo telah

* | mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN STB., tanggal 26
November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam EKsepsi:

. Menyatakan eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il tidak dapat diterima (niat
ontvankelijk verklaard),

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.352.140,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh
rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/
Pembanding putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut telah dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 444/PDT/2014/PT SBY.,
langgal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Januarl 2015 kemudian terhadapnya oleh
Pe”QQUgaUPembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa
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qnal 3 Maret 2012 dia
5US tangg?’ - 113 digjukan, perm
f | 4 Feoruar 2015 sebagaimans tern

ohonan kag,

el & 51 secara lisan pada
ari
| Normof 15IPdL.GI2012/pNy STB., juney " Akt Pemyataan Permononan
" C
2 Nomor 4aaipoT/014/pT By

e .
27 at oleh Panitera Penoaditan 11 .
g P Fadilan Nege Situbonde perm

’ra
dgﬂg . tare
ergd1e" Neger 1ersebut pada tanggy

an mermofi ¥asasi yang memuat ala'-:-an-alasan yang d ohonan mana diikuti
' 9 diterima dj ¥

18 Februar 2015

/- / rgu

[ aqoal 2 Maret 2015 ¢

opda 1BNIIZC TEERETTE CAN aNg021 10 Maret 2015 gy diberitahu tentan

amorl @281 d2rl PenggugauPempngn, mengajuk 9

.kﬂsasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Ne

epaniteraan

hwa setelah itu olen
Ba Fara Te 92t/Para Terbanding masing-masing

an jawaban memori

' geri Situbondo da
'Ianggéﬂ 18 Maret 2015 dan '[angga| 11 Mal’&l 2015 pa

IMenimbang, bahwa permohonan kagag 8 quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak layan dengan saksama, diajukan dalaym
1enggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam unda;ng-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasj tersebut formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alacan yang diajukan oleh Pemohon Ka

sasl/
penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pakoknya ialah:

\ 1. Bahwa, Pemchon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri

Situbondo tersebut, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
tersebut, putusan Judex Facti tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan
dan juga tidak menjamin terciptanya kepastian hukum, serta telah salah
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, tidak melaksanakan
peradilan yang harus diturut menurut peraturan perundang-undangan (lalai
memenuhi syarat-syarat yang diwajlbkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancarn kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan) atau tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
dan/atau tidak objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara
ini, serta pula tidak mencerminkan rasa keadilan, baik dari segi keadilan
hukum (/egal justice) maupun darl segi keadilan moral (moral justice);
Bahwa menurut Pemohon Kasasi, keputusan Pengadilan Négeri Situbondo
dan kemudian dibenarkan pertimbangan hukumnya serta dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah mengandung kesalahan-
kesalahan di dalam pertlmbangan-pertimbangannya sehingga sampai
menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar; .

Bahwa, pada pokoknya Pemohon Kasasl menolak dengan tegas seluruh
pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri juncto putusan
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Aditan TInggl - Suraby
l"’“u'u wlrabaya  torge)
obut - di

d | | alas i
1mlmn.u.|nny 1 oloh Pamohon Kasas e g g
Ahwil, disamping It putusan p '
| ' Pongadilan Tinggl Sural
gl Surabaya tersebut terbukti

K -
hany® didasarkan poertimbangan hukum ya
m-mmﬂvnmﬁ); yang sangat sumir (

onvoldoonde

ahwil, hal tarsebut  dapatny:
i apatnya  diketahul pada pertimt
a pertimbangan hukum

p{,ngn(lilun Tinggi Surabaya pada halaman i

yand hanya berpendapat bahwa "memori h:lrulil:t(Ul:lh Ihﬁ‘%) olone 56-1
,tiflak ada hal-hal baru yang perly dipertimbanc 1:' prechul, pada 1M
tngkat banding, hanya moerupakan pnnﬂ'llnngnn‘]":“ :nla|11 pemeriksaan
clikomuk;.\kan dalam persidangan di Pengadnaanll :r: a;)a yang telah
karena itu Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui 13;1: eriome. (.)1eh
kebertan lersebut’, alasan yang dijadikan

ahal, Pemo c .
ij:t?r;urat barLrt,“;Zkt:%m dalam tingkat banding telah memberikan 3 (tiga)
1. Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Agustus 2012
Ll W.14-Ul4125/HK.02/VII2012 yang ditujukan kepada Ketuz;
pengadilan Negeri Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-30;
) Surat darl Ketua Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Septernber 2012,
) Nomor W.14.U.18/UM/705/1X/2012, yang ditujukan kepada sdr. Supeno,
/ Desa Kilensari, Panarukan, Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-31;
Kliping Koran Radar Situbondo tanggal 18 Oktober 2013 (bertanda

W

stabilo kuning), selanjutnya diberi tanda P-32;
putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ketiga bukti surat baru hal
tarsebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Dimana

hukum, seharusnya Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut wajib pula
eh Pemohon Kasas! dalam

Namun dalam

secara
mempemmbangkan surat baru yang diajukan ol

gaan lingkat banding, karena huktl surat
tersebut bersifat menentukan dan me
gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam perkara ini,

Maka, dengan demikian putusan pengadilan tinggi tersebut yang bersifat
ldoende gemotiveerd) dan tidak menjamin kepastian hukum
h menerapkan hukum acara,
tela
k sengketa dalam perkara ini telas jelas dan {erang, bahwa

a Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor
mor 57/1958 Perdata juncto Nomor

baru yang diajukan oleh

‘ pemerik
ndukung dalil-dali

Pemohon Kasasl

sumir (onvo
serta telah sala
Bahwa, sebenarn
terbukti yakni obje

berdasarkan Berit
06/Pen Pdt.Eks/2003/PN sTB., juncto NO

ya dalam persidangan h terungkap fakta hukum dan
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/1965 Pdt juncto N
231 omor 114 KfSipH%G, tanah tambak “ambak besar’

agaimana tersebut di
<obad di atas telap diserahkan kepada banding
Pembanding (in ca

ugat), namun ad ; su
pengd a sebagian tanan tambak "tambak besar” belum dapat

; kusl dikaren
diekse a keterbatasan Wwaktu, sarana dan kernampu d
¢ an yang ada,

i Selatan ke Utarz
dari S tara dalam areal tanah tambak ‘tambak besar’ seluas

i

|

| i “sebagian tanah

yakni se objek ekse ‘

| Kusi yaitu yang dibagian Timur, membujur
| { sekitar 2 ha (dua hektar)

yang dikuasai oleh
, Pemerintah Kabupaten
situpondo digunakan sebagai jalan umum permanen beraspal hotmix',

Beri .
gahwa, ta Acara Eksekusi, tanggal 24 Januan 2007, Nomor

|

|

|r OG/Pen'Pdt'EkSIZOOSIPN STB juncto Nomor 57/1958 Perdata juncto Nomor
[ 231/1965 Pdt juncto Nomor 114 K/Sip/1986 tersebut adalah merupakan
' tindak lanjut dari Pelaksanaan Putusan Nomor 57/1958 Perdata juncto
Nomor 231/1965 Pdt juncto Nomor 114 K/Sip/1966, yang secara hukum
adalah merupakan bukti zutentik yang harus diterima sebagai kebenaran
dan bukti sempurna oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo juncto
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, bukan malah kemudian ditafsirkan oleh Majelis Hakim
pengadilan Negeri Situbondo dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilar
Tinggi Surabaya pemeriksa perkara ini, Judex Facti tidaklah menyatakan
secara jelas dan terperinci mengenai identitas tanah "tambak besar’. akan
tetapi malah Judex Facti menyatakan bahwa objek sengketa menjadi tidak

jelas mengenai berapa panjang dan lebar tanah tersebut maupun batas-
batasnya. Oleh karena, berdasarkan Putusan Nomor 57/1958 Perdata
juncto Nomor 231/1965 Pdt juncto Nomor 114 K/Sip/1966, telah jelas bahwa
yang dieksekusi adalah sebidang tanah tambak “tambak besar” terletak di
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa
Kilensari, Persil Nomor 84, D.IV, luas 25.015 ha (dua puluh lima ribu lima
belas hektar), dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan jalan Raja;

Timur berbatasan dengan tambak Negara;

Selatan berbatasan dengan sungai

Barat berbatasan dengan sungai;
Akan tetapi kemudian dalam pela

tidak dapat dilaksanakan seluruhn
Termohon Kasasi (in casu Para Terbanding/Para Tergugat) di atas

"sebagian tanah objek ekgekusi yaitu yang dibagian timur, membujur dari
selatan ke utara dalam areal tanah tambak “tambak besar” seluas sekitar 2

ksanaan eksekusi tersebut, terkendala dan

ya oleh karena salah satu sebabnya Para
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. (dud hektar) yang dikuas:
r’ l"an N bquf‘” l' l dl rJI‘,h f)f’r‘rm”ntah V'jt U{ P
i akan sebagal jalan un anupaten Situbonde
digun? | num permanen berangpal hotmis’ igkence
;nengurulkupada1“ b T Adl nolmiye, yane, Lertuluan

gntuk nars 1alu lintas di Jalur Panturs (0 J |
Je antura (Pantz tara)

pan komudian Jalan umum permanan |
- J

gehad?

ng Ruas Titik Pe

U_lung ’ o T Pengenal Pangkal Jalan Soy. vm 127, Titie

pengenal LIuNg 6172, Klasifikasi Ruas Ko e

7 N al

Grsnr -
sraspal hotmiz tersenut direnal

i haglan Nomar Ruag
Ruas 4174, Nama Pangkal Ruas Paowan. Narr
v / | ama

Kilensari,

"4‘ a6t ” Ty

panarukan, rmasuk  Kecarnatan
a, kemudian mengenai g ‘

gahw genal akan dilakukan pengururan objer sengreta

ol at dllaksanak
iidak dap t dilaksanakan oleh karena pada saat pemariveasn setempat

pada tanggal 17 Oktober 2013 juga tidak mungkin dilakaanakan olen karena
panyak warga yang protes (P-32) dan situasinya tidak kondusif untuk
dilaksanakan pada saat itu. Hal ini bukan karena Pembanding yang tidak
mau melaksanakan pengukuran objek sengketa tersetut akan tetapl
gisebabkan oleh situasi dan kondisi yang memang tidak rnemungkinkan
pada saal itu,

Disamping itu, gugatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari adany2
surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dan setelah gagal
dilakukannya mediasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo (vide P-30
dan P-31). Dimana pada surat tersebut dan pada saal dilaksanakannya
mediasi sebenarnya sudah ada pengakuan dari Termohon Kasasi |l
(Tergugat II/Terbanding 1), bahwa dirinya telah menguasa; objek yang tidak
dapat dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari
2007, Nomor 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB juncto Nomar 57/1958 Perdata
1965 Pdt juncto Nomor 114 K/Sip/1966 tersebut. Akan
tidak tercapai kata sepakat tentang nilai ganti kerugian.
on Kasasi (Pembanding/Penggugat) melaksanakan

juncto Nomor 231/
tetapl pada saat itu
Maka kemudian Pemoh

gugatan ini terhadap Para Terbanding:

s keberatan dengan pe
alah menerapkan hukum pembuktian, ole
dalam persidangan tingkat

timbangan Judex Facti, oleh

Bahwa, Pemohon Kasa
h karena

karena Judex Facti telah s
Pemohon Kasasi (PembandinglPenggugab)
pertama/tingkat banding telah dapat dan telah berhasil membuktikan seluruh

dalil-dalil gugatannya, sehing mengabulkan
gugatan Pemohon Katsae.i/F’embanding!FPenggugat dalam perkara ini

Bahwa, berdasarkan bukti-pukti surat dan keterangan saksi yang diajukan
oleh Pemohon Kasasi (PenggugaUPembanding) dalam persidangan tefah

dapat dibuktikan bahwa para Termohon Kasasi (Para Terbanding/Para

ga seharusnya Judex Facti
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rergu9?! telah melakukan parhy,
R CIC

" kemampuan yang ada, yakni:

m

tmatige overheids elaw
grreohtmate VeSS daag) gap gy, “N Nukum oleh penguasa

(

/5438 meni
pgmonon Kasas| r~P“-‘“9QUQaUPerm;anding rimbulkan kerugian bagi i
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Bahwa, dapat dibuktikan bahwa Pemoh
on Kasasi

4dalan pemilik sah objek (Pembanding/Penggugat)

Sengketa yan
9 berasal wari
wa, walaupun P Warisan dari
Bah*":; lis | P ernohon KasasaiiF’ambanding!Pendar| "o Banen
y dituiis juga Supeno - nggugat (i
@ — Pp dan Devi Sadiyah) bukanlah phgk i
' a e ' Ina
petkar ngadiian Negeri Situbondo Nom 5?d31am Putusan
or 57/1958 Perdata,

t’c}:anl 13 April 1960 juncto Putusan Pengadilan T Surab m
; A llan Tinggi Suraba
ya Nomor

15311965 P, 119921 23 September 1985 juncio p
F}epub“k Indonesia Nomor 114 K/Sip/1966 tan uu:sa” emensn fone
g4an tetapi Pemohon KasasilPembandingiPelnggugggaat l21 e
ahli waris dari pihak Penggugat (in casu R, Ng B:::éutdadalah el
tersebut yakni Pemohon KaSaSifPernbandingIPenlggugat llillﬂaalam perka'ra'
i ) , m perkara ini
adalan sebagai ahii waris kepanakan R Ng. Barliani dan ahli waris anak
angkat dari suami isteri R. Abdulgani Sosrokoesumo dan R.Ng. Barliani,
sehingga dengan demikian, Pemohon Kasasi/Pemband-ingIPeng‘;gugat
tersebut mempunyai hak atas harta watis peninggalan dari aimarhumah R.
Ng. Barliani dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Situbondo
Nomor 57/1958 Perdata, tanggal 13 April 1960 juncto Putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya Nomor 231/1965 Pdt, tanggal 23 September 1965 juncto
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Sip/1968,
tanggal 21 September 1966. Serta pula Pemohon Kasasi/Pembanding/
Penggugat berhak memohon eksekusi atas putusan perkara a quo, dan hal
ini terbukti, selain objek sengketa dalam perkara ini yang tidak dapat di
eksekusi oleh karena dikuasai oleh Para Termohon Kasasi yang digunakan

untuk jalan ternbus dari Desa Paowan-Desa Kilensari tersebut;

Bahwa, karena telah jelas dan terang, serta telah terbukti bahwa

perdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor
06/Pen.Pdt Eks/2003/PN STB juncto Nomor 57/1958 Perdata juncto Nomor
031/1965 Pdt juncto Nomor 114 K/Sip/1966, tanan tambak “tambak besar’
ersebut di atas telah diserahkan kepada pPemohon Kasasi/
namun ada sebagian tanah tambak “tambak
keterbatasan wakiu, sarana dan

tanah objek eksekusi yaitu yang
h tambak

sebagaimana t

Pembanding/Penggugat.

besar’ belum dapat dieksekusi dikarena
"sebagian
n ke utara dalam areal tana

dibagian timur, membujur dari selata
eh Pemerintah

" seluas sekitar 2 hektar yang dikuasai ol

“tambak besar
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aitubondo digunakan sebagaj |
yu‘)”p”t”” i gunakan sebagai jalan urnum permanen peraspal

i gobagal oblok sengkela dalarn perkara ini
n.’) '

B;Jhw“' Judo# [act telah salah menilal dan menerapkan hukum terhadap
A N sural penggugat bottanda P-5, yakni Berita Acara Eksekus! tanggal
Januarl 2007, Nomor 08/Pen PdlEks/2003/PN STB., junclto Nomor

%7;1958 pordatd Juncto Nomor 231/1966 Pdt juncto Nomor 114 K/Sip/1966
alah mnrupnkun akta autentik;

L

| pKta autentik, yang berdasarkan Pasal 165 HIR/Pasal 285 Rbg, daya bukl
-;,,'  ';ﬁﬂ akta otentlk lalah daya bukii cukup antara para pihak, ahli waris mereka

“.d‘léin gomua orang yang memperoleh hak dari mereka darn akta otentik
,‘[:nmupakt’m quatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis
Jalain akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim yaitu harus dianggap
sebagal penar selama ketidakbanarannya tidak dibuktikan (merupakan alat
pukli sampurrm);

pahwa, akta autentik sebagal alat buktl yang sempurna. Sebuah akta
autentik marupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang
sempurna. gempurna di sini berartl Haklm menganggap semua yang tertera
dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat
membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan
sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta autentik

perarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum;

Nilai kekuatan pembuktian (bewijskrachl) yang melekat pada akta otentik
diatur dalam Pasal 41870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Juncto Pasal 285 Rbg., adalah sempurna (volledig
hewijskracht), dan menglkat (bindende bewijskracht), sehingga akta otentik
. dapat berdiri sandiri tanpa memeriukan bantuan atau dukungan alat bukti
yang lain, dengan kata lain akta otentik yany berdiri sendiri menurut hukum
1elah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian,

Oleh karena, bukti surat bertanda P-5 tergebut adalah merupakan akta
autentlk, maka seharusnya secara hukum gugatan Pemohon Kasasi
(Pembanding/Penggugat) tersebut seharusnya dinyatakan telah terbukti,
akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbahgkan dengan baik dan benar
menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan suatu peraturan
hukum atau diterapkan tidak sehagaimana mestinya, maka putusan Judex

Facti tersebut haruslah dibatalkan,
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telah terbukti ¢
an ‘
Menjadi - fapyq
yang ter
Ungkap g
muka

b Sityh
-, ”n.e{bond(.) yang pada pokokn
anding Mergugat 1 han

|nerbandlng IITergugat . ersebut fnr
g || hal all SeSUal denga darf TemehOn -
N pengakuan dari
dari Termohon

KaSHSi Il/Banding Mergugat Ik
gitubondo  sebagaimana yang iy

ya

menerima penyerahan asse jq,
n
ya

RS
)

;
%
/

£\ yang dimiliki oleh

, Pembandi
| Termohon Kasasi ITerbandi bandmgIPenggugat' —

g ng l/Ter'gu .

i ; gat | :

| tanggung jawab  atas perbuatannya dak bisa melepaskan
| ang di .

| yang dilakukan dimasa lalu,

sehingga sekarang T
g Termohon Kasasi IMerbanding IITergugat Il tel
telah

enguasai obj
meng bjek sengketa secara tanpa hak dan mel
melawan hukum,

karena tanpa ada iji '
p jin dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat

"\ ‘ K '
‘\ untu mfnguasa'ﬂya- Dan berdasarkan Pasal 1365 BW, di
| bahwa ‘tiap perbuatan mel S
4 ) elanggar hukum yang membawa kerugian
/ kepa a. seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
/ menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’, sehingga oleh
karenanya Pemohon Kasasi/Pembandirg/Penggugat telah mengalami

kerugian atas perbuatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para

Tergugat tersebut, dan menutut keruglan torsebut sebagaimana telah

dirinci dalam surat gugatan Pemohon Kasasl/Pembanding/Penggugat;
ii. Bahwa objek sengketa yang kini dikuasai cleh Termohon Kasasi

I/Terbanding Il/Tergugat ||l secara tanpa hak dan melawan hukum asal

muasalnya adalah berasal dari perbuatan melawan hukum yang |uga

Termohon Kasasi |/Terbanding |Tergugat |, yakni sekitar

dilakukan oleh
dan bulan yang tidak dapat

20 tahun yang lalu yaitu pada tanggal
gi tahun 1992, di atas objek sengketa Termohon Kasasi
melakukan perbuatan tanpa ijin dan

Pemohon Kasasl!/

diingat la
|/Terbanding |Tergugat | telah
arang

aku ahll waris keponakan
lgani Sosrokoesumo

merampas tanan yang sek telah menjadi milik

Pembanding/Penggugat sel
dan ahli waris anak angkat dari suami ister R. Abdu

dan R.Ng. Barliani (vide putusan pengadilan yan‘g
gewijsde, yakni putusan pengadilan Negen‘
23!PDT.G/2005IPN sTB., juncto putusan pengadila

R. Ng. Barliani

telah in kracht van
Situbondo Nomor
n Tinggi Surabaya

t. Nomof 2993 K/Pdl/201 5

Halaman 26 darl 29 hal. PU



-‘-‘?_\.,:‘_\\ permanen beraspal hotm/x
| "??;.,'\.Ruas 4.174, Nama Pangka

Kembali  Mahkamah Agung
pPK/PDT/2011), i

beraspal hotmix yang terletak g Desa Kjle
_ ns
Kabupaten Situbondo, ¥ang bertujyan i
o u
|alu lintas di jalur Panturg (

ari, Kecamatan Panarukan,
kK mengurai kepadatan arus
Dan kemudian jalan umum
tersebut dlkenal sebagai bagian Nomor

Ruas PEOWan N .
Y i y ama U un . ,
" Titik Pengenal Pangka Jajan Sby. Kilometer lung Ruas Kilensari

5/172, Klasifikasi Ruas Kota, termasuk Keca

pahwa, dengan segala urajan tersebut di atas

Pantaj Utara),

187, Titik Pengenal Ujung
matan Panarukan:

 telah terbukti Judex Facti
telah salah menerapkan atay Melanggar hukum yang berlaku, tidak
aurut peraturan perundang-
diwajibkan oleh peraturan
aian itu dengan batalnya
Maka, karenanya putusan Judex Facti

melaksanakan peradilan yang harus dituryt me
undangan (lalai memenuhj Syarat-syarat yang
perundang-undangan Yang mengancam kelal
putusan yang bersangkutan),
tersebut haruslah dibatalkan:

Bahwa, berdasarkan segala urajan tersebut di atas telah terbukti objek
sengketa adalah hak milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat:

Sehingga dengan demikian, penguasaan objek sengketa oleh Para
Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat adalah merupakan
perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad)
dan telah merugikan Pemohon KasasiiPembandinngenggugat. serta dapat
dikenai tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam gugatan Pemohon
Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bahwa, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat
membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam jawabannya, dan serta antara
dalil sangkalan dengan bukti balk saksi maupun bukti surat yang diajukan di
depan persidangan adalah saling bertentangan dan kontradiktif, Para
Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan
adanya ganti rugi atas penguasaan objek sengketa tersebut kepada
Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku pihak yang berhak atas
objek sengketa, baik bukti surat ataupun saksi-saksi;

Lagi pula saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon KasasilPa.ra
Terbanding/Para Tergugat adalah berdasarkan dari cerita dari orang lain,

saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas
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D |

m il-dali
wa dala dalil-dali sangkalan

/Para Tergugat tergebut o

pa'a _Q'-\-
- g":n

oe[ls

-.'erbandmg ¥a3s533/P3ara

4, yang tidak mem xesaksiannya persifat testimo
¢ gud!fu yan 'émpunyai nilg Pembuktia = t festimonium
= n

gahw? dengan demikian berdasarkan saluruh yraian +
Jusan Judex Facti terbukti hanya didasarkan ,,Ia tersebut di atas maka
sangai g ({aniRicasiTie gemotiveerd) Ya|"he;joa”fjaﬁ S
/menerapkan hukum dan tidak menerapkani ‘u,ex Facti telan salah
| gerdetd sebagaimana mestinya. Qleh karenaln:(aijzz’ai G:T:J:: -
' * \ Pengadiian

5

Tlnggi gurabaya juncto putusan Pengadilan Neger S
eqgeri itub o ter t
i oo g ubondo tersebut
nenimbang, bahwa terhadap alasan- t
t n-alasan tersebut Mahkaman AgunJ
dapat
gahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex
;gcrffpe”gad”an Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Neger
squbondo tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah
gpat dan Denan
gahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap perkara dengan objek
atannya adalah tanah, maka luas dan batas-batas tanah objex gugatan narus

“ perpen

i
1 gsebutkan secara jelas, jika tidak disebutkan maka gugatan itu adalan kabur

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

oahwa putusan Judex Fact/ dalam parkara ini tidak bertentangan dengan hukum
gan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
pemohon Kasas| SOEPENO disebut dan ditulis juga SUPENC, dalam hal ini
pertindak untuk diri sendiri dan juga selaku wali pengampu dar DEWI
SA'DIYAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemonon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2009 serta peraturan perun

MENG ADIL l:
sasi dari pemohon Kasasi SOEPENO disebut dan

hal Ini bertindak untuk diri sendiri dan juga

Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Tahun 1985 tentang

dang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menolak permohonan ka

ditulis juga SUPENO, dalam

selaku wali pengampu dari DEWI SA'DIYAH, tersebut
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2 Menghukum Pemohgn
dalam tingkat kasasi in; sejun
Demikianiah diputuskan e

pada har Selasa, tanggal 1g 2

Anr A
~Aprnil 0

2pat 39"‘«5;'3::3’3'_3" ¥

' dleh Pra¢ Dr Taxdi Ranmad o
LLM. Hakim Agung yang Citetapkan Cleh Katyq Mahkaman 2 .
Ketua Majelis. | Gust Agung Sumanatha SH i H. dan Dr Nur
M H.. Hakim-Hakim Agung Sebagai Anggnta dan dige

terbuka Untuk umum pada hay; IUga olen Key, Majelis

Togi Rumahorbo, SH.,
dengan tidak dlhadlri oleh para pihak

Anggota tersebut dan Ve,

Hakim-hakim Anggota: ——
#td/. | Gusti Agung Surnanatha SH.MK

td/. Prof Or Takgir Rahmadi § LLM
ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, g 1 MH

Panitera Penggant;.
ﬂd!.VlctorTog| Rumahorbo, S H M H

Biaya Kasasi.
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000.0p

Jumlah Rp560.000,09
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Mahkamah Agung R |
a.n. Panitera
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7 Benkan
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-7 [/
G R S
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